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Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka
kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang
menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar
yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di
beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %.
Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal
merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen
pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah
anggaran yang diterima oleh Dinas K esehatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 201772019 menggunakan desain penelitian
studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang
adadi Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan
Bantuan Keuangan dari Provins sebesar Rp33.890.000.

Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun
2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif,
pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan
kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan
anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan
penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten M agjalengka belum berdasarkan SPM.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KI1A memerlukan dorongan
dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karenaitu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah
dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

<hr><i>Materna and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditionsin
Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still apriority for small Indonesian regions. One
of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health
care services, which isthe authority of the local governments, due to the low spending on health care budget
in severa regionsin Indonesia. The national average for health spending alone isin the range of 3%. While,
the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The
availability of funds and fiscal conditionsis one of the reasons behind the low proportion of health care
spending in every region. The commitment of the local government and the policiesis a decisive factor for
the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in
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Majalengkaregion in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In
2015, the budget forthe MCH program in the health department of Maja engka region came from the
government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for
Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (M SS)
which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In
the qualitative approach, the local government, both the executive and the legidlative, has a commitment in
meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget
availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and
budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support
from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed
to sustain the program.</i>



